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SASARAN PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang

• NYAMAN

• PRODUKTIF

• BERKELANJUTAN
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1) Kondisi Pemanfaatan Ruang masih belum sesuai dengan 
harapan terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan 
berkelanjutan. 

2) Semakin menurunnya kualitas permukiman di perkotaan yang 
ditunjukan antara lain 
a) kemacetan yang parah di perkotaan
b) banyaknya kawasan kumuh
c) bencana banjir yang frekuensi semakin sering dan 

dampaknya semakin luas,
d) bencana longsor terutama pada kawasan yang berfungsi 

lindung, 
e) semakin hilangnya ruang publik untuk artikulasi dan 

kesehatan masyarakat
3) Meningkatnya aglomerasi perkotaan
4) Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah  ( 

kawasan perdesaan – perkotaan, kawasan perbatasan negara, 
kawasan bagian utara dan selatan Pulau Jawa, dan lain-lain)
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PenguatanPenguatan LandasanLandasan PenyelenggaraanPenyelenggaraan PenataanPenataan
RuangRuang agar agar lebihlebih efektifefektif dandan operasionaloperasional melaluimelalui

PendekatanPendekatan BaruBaru PenataanPenataan RuangRuang

DiperlukanDiperlukan ::
1.1. PerbaikanPerbaikan KualitasKualitas RencanaRencana TataTata RuangRuang
2.2. PeningkatanPeningkatan PengendalianPengendalian PemanfaatanPemanfaatan RuangRuang
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a. Secara ADMINISTRATIF : 

• Terdapat perbedaan muatan yang jelas antara RTRW 
Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota (hubungan bersifat
komplementer) yang seiring dengan UU 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pula didalam penataan
ruang nasional termasuk pula Rencana Tata Ruang Wilayah
Pulau/Kepulauan sebagai operasionalisasi RTRWN. 

• Penyusunan RTRWN mempertimbangkan kondisi fisik dengan
orientasi sosial budaya, ekonomi maupun lingkungan
(Kerangka Pengembangan Strategis yang pada dasarnya
berwawasan pula orientasi kerjasama ekonomi regional dan
sub regional, antara lain di Asia Pasifik, ASEAN, maupun sub-
ASEAN). 

• Pada dasarnya pembagian ini menegaskan pentingnya
koordinasi kelembagaan. 

• UU 32/2004 telah menegaskan pula bahwa sebelum RTRW 
diperdakan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan
Menteri yang membidangi Penataan Ruang

1)1) Pengaturan hirarki yg jelas di dalam penataan ruang  (i)Pengaturan hirarki yg jelas di dalam penataan ruang  (i)



b. Secara SISTEM : dikelompokan atas Sistem Wilayah dan Sistem
Internal Perkotaan untuk membagi secara tegas fungsi pelayanan
regional dan fungsi pelayanan internal perkotaan

c. Secara FUNGSI KAWASAN dibedakan atas kawasan lindung dan
budidaya untuk membagi secara tegas area-area yang bisa
dimanfaatkan sumber dayanya dan area-area yang harus dijaga
kelestariannya, seperti untuk menjaga tata air, stabilitas fisik
lingkungan

d. Secara KEGIATAN KAWASAN dibedakan atas kawasan perkotaan
dan perdesaan memperhatikan bahwa banyaknya kawasan
perkotaan yang tidak sesuai dengan batas administrasi yang ada, 
serta dalam rangka meningkatkan keseimbangan antara
pembangunan perkotaan dan perdesaan. Dalam pengembangan
kawasan perdesaaan antara lain dilakukan desentralisasi industri
kecil dan jasa keperdesaan melalui antara lain konsep agropolitan. 
Hal ini sekaligus sebagai embryo kota yang dapat dikembangkan
sebagai kota-kota baru secara lebih terencana

e. Secara STRATEGIS KAWASAN:  dikelompokan atas kawasan
strategis nasional, strategis propinsi, strategis kabupaten dan
strategis kota. Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan
pembangunan bagi kawasan-kawasan khusus, misal kawasan
perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional
dengan orientasi keamanan dan kesejahteraan, kawasan
pertahanan, kawasan metropolitan, perlindungan flora-fauna 
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Samudera Hindia
(Afrika, Australia)

Teluk Benggala, 
Mediteran, Samudera
Hindia (Timur Tengah, 

Eropa) Laut Cina Selatan
(Hongkong, Cina, Taiwan)

Laut Cina Selatan
(Jepang, Korea, Filipina)

Samudera Pasifik
(Jepang, Korea, Amerika, 

Kanada)

Samudera Pasifik
(Amerika, Kanada, 

Amerika Latin)

Samudera Hindia (Australia, 
Selandia Baru)

KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN

SINGAPORE

DILLI

Banda Aceh

Medan

Pekanbaru

Padang

Jambi

Bengkulu

Palembang

Lampung
JAKARTA

Bandung

Semarang

Yogyakarta

Surabaya

Denpasar Mataram

Kupang

Pontianak

Palangkaraya

Banjarmasin

Samarinda

Manado

Palu

Makasar

Kendari Ambon

Jayapura

Batam

Pangkal Pinang

Serang

Mamuju

Gorontalo Ternate

Sorong

Entikong

Malang

Pangkalan Bun

Balikpapan

Biak

Merauke

�8��19����8198���19�1������89"��8��19����8198���19�1������89"�
�8�;�"81���"�8�;1;�"�*"1(8����"2�8�;�"81���"�8�;1;�"�*"1(8����"2



2) Penegasan klasifikasi rencana tata ruang yakni rencana y ang 
bersifat umum dan rencana yang bersifat detail

3) Perbaikan dimensi jangka waktu perencanaan tata ruang
menjadi 20 tahun yang sesuai dengan Undang-Undang
Perencanaan ; agar masing-masing tingkatan pemerintaha n
memiliki visi jangka panjang dengan dimensi yang sama
sekaligus untuk mempertegas komplementaritas antar
tingkatan rencana tata ruang. 

4) Pada hakekatnya, meskipun perencanaan tata ruang sifat nya
regulatory , namun masih dimungkinkan penerapan aspek
discrestionary seperti usulan yang sifatnya innovatif dan
kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme revis i
rencana tata ruang yang dapat dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 tahun

5) Penegasan penajaman pada aspek perencanaan tersebut
untuk mendukung peraturan perundangan yang 
mensyaratkan pembebasan tanah hanya dapat dilakukan
apabila rencana pembangunan sudah tertuang dalam RTRW 
(Perpres 36/2005, maupun Undang-Undang Jalan No.38/2004 )



5) Penerapan regulasi zona ( zoning regulation ) sebagai produk
yang diturunkan dari RDTR sebagai piranti perijinan y ang 
disertai insentif, dan disinsentif. Legal aspek reg ulasi zona 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden untuk sistem n asional 
dan Peraturan Daerah untuk sistem propinsi, kabupat en dan 
kota. Tujuan regulasi zona lebih dimaksudkan agar 
pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

6) Penegasan adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggara n
RTRW, baik pelanggar maupun pemberi ijin

7) Agar pengendalian efektif, maka ditegaskan pula keje lasan
peran masyarakat agar masyarakat berpatisipasi dalam pro ses
pengendalian pemanfaatan ruang



8) Undang-Undang lebih berorientasi pada manusia/masyara kat, baik
kesejahteraan, kesehatan, artikulasi diri, kenyamana n dan
keamanan lingkungan. Untuk itu diatur kebutuhan minimal 
tersedianya ruang publik, ruang terbuka hijau, tempat ol ahraga
publik, ruang untuk interaksi masyarakat, ruang untuk us aha bagi
sektor informal. Penyediaan berbagai fasilitas ini sesua i dengan
hirarki dan struktur ruang wilayah nasional, propinsi,ka bupaten
dan kota, antara lain pada tingkat nasional dikembangkan taman-
taman nasional, pada tingkat propinsi dikembangkan taman
propinsi, pada tingkat kabupaten/kota dikembangkan tama n
pelayanan kota, taman pelayanan metropolitan, taman pel ayanan
lingkungan

9) Penegasan hak, kewajiban,  dan tata cara Peran Masyara kat. 
Diberikan penegasan bahwa proses penataan melibatkan
masyarakat dan hasil perencanaan tata ruang yang sudah
berkekuatan hukum wajib disebarluaskan kepada masyarakat , 
misalnya pengumuman di tiap kelurahan, kecamatan (di dala m
website penataan ruang sudah tertuang beberapa produk RTR W)



10)Integrasi pengaturan pengelolaan ruang laut, ruang darat dan 
ruang udara  dalam satu kesatuan. Pengaturan antara  lain 
dengan alur laut, keseimbangan antara daratan dan l autan 
seperti antara sungai dengan laut, pemanfaatan sumb er daya 
kelautan untuk pariwisata, perikanan, pertambangan dsb; 
reklamasi pantai. Pengaturan ruang udara antara lai n 
pengaturan ruang frekeunsi, jalur penerbangan dsb.

11)Penegasan adanya standar pelayanan minimal yang haru s
dipenuhi di dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain 
frekuensi dialog dengan masyarakat dalam penyusunan
rencana tata ruang, standar pelayanan minimal ruang terb uka
hijau, standar pelayanan minimal simpangan/devisiasi a ntara
rencana dan implementasi rencana (mulai tahun ini akan
diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang kine rja
penyelanggaraan penataan ruangnya baik)



12)Penegasan dalam manajemen penyelenggaraan penataan ru ang, 
mulai tahapan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan penat aan
ruang, pengawasan pada setiap tingkatan hirarki penyelen ggaraan
penataan ruang. 

• PENGATURAN pada hakekatnya menyiapkan dan menetapkan
NSPM. 

• PEMBINAAN pada hakekatnya mensosialisasikan NSPM, 
memberdayakan dan memberi pelatihan pemangku
kepentingan, dll. 

• PELAKSANAAN pada hakekatnya proses menyusun rencana, 
pemanfaatan ruang maupun pelaksanaan pengendalian. 

• PENGAWASAN pada hakekatnya mengawasi pelaksanaan
NSPM, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan
pengawasan fungsi dan manfaat (outcome) dari hasil-hasil
penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kualitas
proses baik di dalam pengaturan, pengawasan terhadap
pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan maupun
pengendalian pemanfaatan ruang.



������������������������������������������������
	
���	
���	
���	
���

PERENCANAAN                  
TATA RUANG

PEMANFAATAN 
RUANG

PENGENDALIAN 
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Kelestarian Hutan TERANCAM
Laju Degradasi 1,6 jt ha/thn (85-97)

KelestarianKelestarian HutanHutan TERANCAMTERANCAM
LajuLaju DegradasiDegradasi 1,6 1,6 jtjt ha/ha/thnthn (85(85--97)97)

Alokasi Ruang :
Kehutanan

VS
Sektor lain

berbasis lahan

AlokasiAlokasi RuangRuang ::
KehutananKehutanan

VSVS
SektorSektor lainlain

berbasisberbasis lahanlahan
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Hutan Indonesia
120.35 Jt Ha/ 60%

Sumber Devisa

HutanHutan IndonesiaIndonesia
120.35 120.35 JtJt Ha/ 60%Ha/ 60%

SumberSumber DevisaDevisa
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Mendapatkan Rekomendasi Penataan Ruang Mendapatkan Rekomendasi Penataan Ruang 
Optimal Penggunaan Kawasan untuk Optimal Penggunaan Kawasan untuk 
Perlindungan dan Budidaya yang Menjamin Perlindungan dan Budidaya yang Menjamin 
Keberlangsungan Pemanfaatan berbagai Keberlangsungan Pemanfaatan berbagai 
Sektor yang Berbasis Lahan, terutama dalam Sektor yang Berbasis Lahan, terutama dalam 
rangka pemantapan kawasan hutanrangka pemantapan kawasan hutan


